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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai mahluk sosial di dalam memenuhi kebutuhan dalam 

kehidupannya akan berinteraksi dan memerlukan peran serta manusia lainnya. 

Dalam lingkup ekonomi, strategi dan upaya pemenuhan kebutuhan ini pada 

akhirnya mengkristal menjadi sebuah paham yang dibedakan menjadi  paham 

kapitalis, paham sosialis, dan paham ekonomi islam. Implementasi paham dalam 

ekonomi tersebut diaplikasikan pada system ekonomi di setiap negara yang ada di 

dunia ini. 

Sejarah mencatat bahwa Indonesia dan dunia secara umum pernah melalui 

sebuah peristiwa kontraksi keuangan yang hebat. Setelah melalui turbulensi 

perekonomian pada tahun 1998 yang disebut dengan krisis ekonomi dan moneter 

maka situasi ini semakin meluaskan pandangan para ekonom di Indonesia 

terhadap perlunya sistem ekonomi yang kuat dan mampu menghadapi  perubahan 

dan perkembangan ekonomi secara global sehingga pandangan terhadap sistem 

ekonomi islam lebih menguat, dan sistem ekonomi islam diharapkan dapat 

memberikan solusi terhadap terwujudnya perekonomian nasional yang maju , 

sejahtera dan berkeadilan.  

Perbedaan antara paham ekonomi konvensional dengan ekonomi islam 

adalah dalam motif pemenuhan kebutuhan. Ascarya berpendapat bahwa dalam 

ekonomi konvensional motif aktivitas ekonomi mengarah kepada keinginan 

(wants) individu yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi 



yang terbatas. Sedangkan dalam ekonomi Islam, motif aktivitas ekonomi 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar (needs) yang tentu ada batasnya.
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Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam mengadopsi paham ekonomi Islam tersebut dengan menerapkan 

dual banking system pada perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia 

diharapkan menjadi pendorong lokomotif perekonomian di Indonesia yang maju 

dan berdaya saing tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dunia 

internasional. 

Maju dan berkembangnya ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari 

keberadaan lembaga keuangan syariah sebagai salah satu pilarnya, yang terdiri 

dari lembaga perbankan syariah dan non bank syariah. Peran perbankan syariah di 

Indonesia dimulai dari pembentukan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. 

Saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mendapat perhatian 

yang serius dari Pemerintah yang menggunakan dual banking system. Kontribusi 

perbankan syariah terhadap perbankan nasional berdasarkan data OJK mencapai 

5,34 persen, namun diharapkan dapat lebih ditingkatan lagi pada masa yang akan 

datang.  

Perkembangan BPR Syariah masih mengalami kendala sebagaimana 

dikemukakan oleh Sudarsono yaitu : 

a. BPR Syariah masih dianggap sama dengan BPR konvensional oleh 

beberapa pihak.  

b. Sumber daya yang dimiliki masih rendah sehingga menghalangi 

peningkatan profesionalisme. 

c. Kurang adanya koordinasi dan keterpaduan antar BPR Syariah, Bank 

Syariah maupun BMT. 
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d. BPR Syariah sebagai lembaga keuangan Islam belum bisa secara aktif  

meningkatkan nilai-nilai keagamaan di lingkungan masyarakat 

sekitarnya.
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Dalam mengeliminir kendala tersebut dan juga menumbuhkembangkan 

BPR Syariah agar lebih berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung 

perekonomian di Indonesia perlu dirancang strategi pengembangan BPR Syariah. 

Sudarsono mengungkapkan beberapa hal yaitu : 

a. Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR Syariah, 

bukan saja produknya tetapi system yang digunakannya perlu 

diperhatikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui BPR Syariah sendiri 

dengan menggunakan strategi pemasaran yang halal, seperti melalui 

informasi mengenai BPR Syariah di media-media masa. Hal lain yang 

ditempuh adalah perlunya kerjasama BPR Syariah dengan lembaga 

pendidikan atau non pendidikan yang mempunayi relevansi dengan 

visi dan misi BPR Syariah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR 

Syariah. 

b. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan 

melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah serta 

lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan kerjasama di 

antara BPR Syariah atau kerjasama BPR Syariah dengan lembaga 

pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangan 

syariah atau kursus pendek (shortcourse) lembaga keuangan syariah. 

Pusat pendidikan dan shortcourse tersebut memiliki tujuan untuk 

menyediakan SDM yang siap kerja di lembaga keuangan syariah, 

khusus BPR Syariah. 

c. Melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah akan diketahui 

berapa besar kemampuan BPR Syariah dan lembaga keuangan syariah 

yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan 

cara itu pula dapat dilihat kesinambungan kerja diantara BPR Syariah, 

demikian juga kesinambungan kerja BPR Syariah dengan bank syariah 

dan BMT. Sehingga hal ini akan meningkatkan koordinasi di antara 

lembag keuangan syariah. 

d. BPR Syariah bertanggung jawab terhadap masalah keislaman 

masyarakat dimana BPR Syariah tersebut berada. Maka perlu 

dilakukan kegiatan rutin keagamaan dengan tujuan meningkatkan 

kesadaran akan peran Islam dalam bidang ekonomi. Demikian juga 

dengan pola ini dapat membantu BPR Syariah dalam mengetahui 
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gejala-gejala ekonomi-sosial yang ada di masyarakat. Hal ini akan 

menjadikan kebijakan BPR Syariah di bidang keuangan lebih sesuai 

dengan kondisi masyarakat (marketable).
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Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudarsono terkait 

pentingnya menyiapkan strategi untuk mendukung perkembangan perbankan 

syariah maka Pemerintah telah menerbitkan regulasi mengenai jasa layanan 

keuangan syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah. Adapun lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk 

membina, mengatur dan mengendalikannya adalah Bank Indonesia dan Otoritas 

Jasa Keuangan, sedangkan pengaturan dan pengawasan terhadap penerapan 

syariat Islam dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. 

Sebagai tindak lanjut regulasi tersebut, dan untuk semakin 

mengembangkan perbankan syariah maka Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun 

Road Map Perbankan Syariah tahun 2015-2019. Dalam road map ini ditetapkan 

visi pengembangan perbankan syariah nasional yang disusun dengan 

mengelaborasi nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang perlu dijiwai dalam 

pengembangan perbankan syariah baik dari perspektif mikro maupun makro. 

Diharapkan program strategis yang telah dipetakan dalam road map 

tersebut dapat dilaksanakan secara optimal untuk mewujudkan perbankan syariah 

yang efektif, efisien, berdaya saing, kokoh dan stabil, dapat memenuhi prinsip 

syariah secara baik, juga berkontributif memberikan kemanfaatan dan berperan 

semakin besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional
4
. Peran 

perbankan syariah dalam peningkatan perekonomian di Indonesia dinilai positif 
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dan dipandang akan mampu mendukung terhadap peningkatan perekonomian 

Indonesia. Melalui pengembangan perbankan syariah diharapkan  layanan 

perbankan akan dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat Indonesia sampai 

dengan level grass root yang saat ini tidak tersentuh oleh perbankan konvensional. 

Salah satu kelebihan dari sistem perbankan syariah adalah selaras dengan 

harapan kaum muslimin yang ingin melakukan aktivitas ekonomi secara Islami 

dan dapat menghindari praktik riba, gharar dan maysir yang dilarang dalam agama 

Islam, sehingga  aktifitas ekonomi tersebut bagi umat muslim bernilai ibadah atau 

berdimensi ruhaniah karena telah melaksanakan tuntunan syariat Islam. 

Di Indonesia terdapat beberapa macam lembaga perbankan syariah yaitu 

Bank Syariah, BPR Syariah, Baitul Mal Wat Tamwil, dan Koperasi Syariah. Hal 

yang membedakannnya adalah  ruang lingkup pelayanan dan jenis layanan jasa 

keuangan yang dilaksanakannya, namun untuk prinsip syariat Islam yang 

dilaksanakan mempunyai ketentuan dan pengaturan yang sama. 

Peran BPR Syariah sebagai salah satu bentuk perbankan syariah yang 

mempunyai pangsa pasar atau dalam kata lain menyasar kepada segmen UMKM 

dan masyarakat grass root diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal di Indonesia. Kontribusi BPR Syariah dalam perbankan syariah 

mempunyai nilai historis yang besar yaitu sebagai cikal bakal berkembangnya 

perbankan syariah di Indonesia. Dalam upaya pengembangan BPR Syariah agar 

mampu berkontribusi positif dalam perbankan nasional, maka Pemerintah melalui 

Otoritas Jasa Keuangan telah mengelaborasi problematika dan kendala 

pengembangan BPR Syariah yaitu dalam hal kualitas pelayanannya yang 



disebabkan oleh berbagai faktor yang diantaranya adalah faktor sumber daya 

Insani dan teknologi informasi. 

Lebih lanjut OJK menggambarkan bahwa permasalahan Sumber Daya 

Insani khususnya pada BPR/BPR Syariah yang mempunyai Modal Inti terbatas 

secara umum adalah : 

a. Kekurangan pengurus. 

b. SDM banyak namun terkonsentrasi pada low management dengan 

kompetensi terbatas. 

c. Kompetensi dan pengalaman calon pegawai kurang. 

d. Kecilnya gaji dan fasilitas yang ditawarkan BPR/BPR Syariah. 

e. Bekerja di BPR/BPR Syariah belum menjadi pilihan.
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Sumber daya insani adalah unsur strategis dalam suatu organisasi karena 

berfungsi sebagai penggerak organisasi, yang dapat mendukung terhadap 

kemajuan dan perkembangan suatu organisasi. Islam memandang sumber daya 

insani sebagai faktor penting yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar 

dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna. Sebagai subjek yang menentukan 

perkembangan sebuah organisasi maka sumber daya insani harus diposisikan 

secara proporsional. Pemikiran bahwa sumber daya Insani hanyalah sebagai alat 

produksi harus dihindarkan dari mindset kita semua karena pada  dasarnya 

manusia bukanlah hanya sebagai alat produksi semata melainkan juga makhluk  

ciptaan Allah SWT sehingga pendayagunaan sumber daya insani pada sebuah 

organisasi harus sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. 

Unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi adalah 

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin operasionalisasi 
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dan aktifitas pekerjaan agar berjalan dengan optimal. Dalam sebuah organisasi 

modern penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan dan 

tuntutan masyarakat yang dilayani perlu diperhatikan. Terlebih pada era 

globalisasi dan digitalisasi saat ini yaitu era revolusi industry 4.0 kebutuhan 

terhadap teknologi informasi sangatlah tinggi.  

OJK telah mengamati beberapa kelemahan yang terdapat dalam system IT 

yang dapat mengakibatkan terjadinya fraud atau error suatu BPR/BPR Syariah 

yaitu :  

1.Sistem tidak dapat memvalidasi data yang telah diinput.  

2.Sistem yang dimiliki masih memungkinkan untuk diintervensi atau 

dimanipulasi.  

3.Tidak ada otorisasi baik untuk kegiatan operasional harian maupun khusus.  

4.Tidak ada limit jumlah transaksi yang dapat dilakukan Teller tanpa melalui 

otorisasi.
6
  

 

Mengantisipasi kondisi ini maka Otoritas Jasa Keuangan telah 

mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar 

Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan BPR dan BPR 

SYARIAH wajib menyelenggarakan teknologi informasi yang paling sedikit 

berupa aplikasi inti perbankan dan pusat data bagi BPR atau BPR Syariah yang 

memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar, dan bagi BPR atau BPR Syariah 
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yang memiliki modal inti sedikitnya Rp 50 miliar, menyelenggarakan aplikasi inti 

perbankan, pusat data dan pusat pemulihan bencana. Regulasi tersebut menjadi 

acuan bagi BPR Syariah dalam mengembangkan System dan Teknologi 

Informasinya agar dapat lebih meningkatkan daya saingnya  pada era teknologi 

dan informasi dewasa ini. Peran serta semua pihak termasuk Pemerintahan Daerah 

dalam mendukung dan mengembangkan BPR Syariah sangat diperlukan, selain 

itu  komitmen pengawas dan direksi pun sangat menentukan dalam pengelolaan 

organisasi yang efektif dan efisien. 

Tingginya harapan dan geliat perekonomian di Kota Cilegon telah 

ditangkap dengan baik oleh Pemerintah Kota Cilegon dengan membentuk BUMD 

BPR Syariah Cilegon Mandiri pada tahun 2003 melalui Peraturan Daerah Nomor 

7 tahun 2002 sebagaimana diubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, 

sebagai lembaga keuangan Islami yang bertujuan untuk membantu masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan permodalan bagi usahanya dan meningkatkan 

perekonomian Kota Cilegon. BPR Syariah  Cilegon Mandiri selama ini telah 

berkiprah melayani jasa keuangan dengan berbagai program untuk memenuhi 

kebutuhan dan harapan para nasabah.  

Pada tahun 1994 didirikan BPRS Muamalah Cilegon oleh umat Islam, 

Masyarakat Banten, para ulama dan tokoh Banten yang didasari oleh paling tidak 

2 (dua) hal, yaitu : Umat bisa hijrah dari bank Ribawi Ke Bank Syariah (Bank 

Syariah Pertama Di Banten) dan Ekonomi umat bisa Lebih bangkit dan mandiri.
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BPR Syariah Muamalah Cilegon juga memberikan pelayanan perbankan syariah 

untuk masyarakat kecil dan UMKM. 

Namun demikian dalam rangka pengembangan BPR Syariah agar 

berkontribusi optimal dalam layanan perbankan syariah  di Kota Cilegon maka 

masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan jasa keuangannya agar  BPR Syariah 

Cilegon Mandiri dan BPR Syariah Muamalah Cilegon lebih dicintai dan diminati 

oleh masyarakat dan nasabah yang juga akan meningkatkan keuntungan atau 

profit yang baik bagi BPR Syariah. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik dan mencoba 

untuk mengadakan  penelitian  dengan mengambil judul “ PENGARUH 

MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI DAN PENGEMBANGAN 

TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS 

PELAYANAN BPR SYARIAH CILEGON MANDIRI DAN BPR SYARIAH 

MUAMALAH CILEGON ” 

 

B. Identifikasi Masalah  

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Permodalan pada BPR Syariah kurang memadai.  

2. Kualitas dan kuantitas sumber daya insani masih lemah. 

3. Manajemen sumber daya insani belum berjalan optimal. 

4. Pengelolaan BPR Syariah yang kurang efektif dan efisien. 

5. PengembanganTeknologi informasi kurang memadai. 

6. Pelayanan BPR Syariah belum sesuai harapan nasabah. 

7. Produk BPR Syariah kurang variatif. 



8. Promosi produk BPR syariah kurang luas. 

9. Bisnis model kurang jelas. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari beberapa permasalahan yang diperoleh maka diambil dua 

permasalahan yang dijadikan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

Manajemen Sumber Daya Insani dan Pengembangan Teknologi Informasi. 

D. Perumusan Masalah 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuat rumusan masalah 

yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh manajemen sumber daya insani terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan BPR Syariah Cilegon Mandiri dan BPR 

Syariah Muamalah Cilegon ? 

2. Bagaimana pengaruh pengembangan teknologi informasi terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan BPR Syariah Cilegon Mandiri dan BPR 

Syariah Muamalah Cilegon ? 

3. Bagaimana pengaruh manajemen sumber daya insani dan pengembangan 

teknologi informasi secara bersama-sama terhadap peningkatan kualitas 

pelayanan BPR Syariah Cilegon Mandiri dan BPR Syariah Muamalah 

Cilegon? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  : 



1. Mengetahui pengaruh manajemen sumber daya insani terhadap peningkatan 

kualitas pelayanan BPR Syariah Cilegon Mandiri dan BPR Syariah Muamalah 

Cilegon. 

2. Mengetahui pengaruh pengembangan teknologi informasi terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan BPR Syariah Cilegon Mandiri dan BPR 

Syariah Muamalah Cilegon ? 

3. Mengetahui pengaruh manajemen sumber daya insani dan pengembangan 

teknologi informasi secara bersama-sama terhadap peningkatan kualitas 

pelayanan BPR Syariah Cilegon Mandiri dan BPR Syariah Muamalah 

Cilegon? 

 

F. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Secara Teoretis 

a.  Untuk memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan BPR 

Syariah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perbankan 

syariah. 

c. Untuk lebih menguatkan perbankan syariah di Indonesia yang dapat 

mendukung peningkatan perekonomian Indonesia. 

d. Untuk megedukasi atau memberikan pemahaman secara objektif bagi 

masyarakat terhadap peran BPR Syariah dan ekonomi syariah dalam 

kehidupan sehari-hari maupun untuk kemajuan perekonomian nasional 

yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan moneter yang diakibatkan 



oleh perubahan-perubahan perekonomian berskala global yang seringkali 

bergejolak dan tidak dapat diperkirakan. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Lembaga Perbankan Syariah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

baik bagi perbankan syariah di Indonesia dalam meningkatkan peran 

BPR Syariah dalam lembaga keuangan syariah. Terkhusus pada aspek 

Manajemen Sumber Daya Insani, Teknologi Informasi, dan upaya 

mewujudkan pelayanan yang berkualitas pada BPR Syariah, dan 

diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil 

kebijakan dalam pengelolaan BPR Syariah agar dapat efektif dan 

efisien sehingga mampu memberikan image positif dan kepuasan 

pelayanan kepada nasabahnya sehingga BPRS syariah dapat 

berkontribusi lebih besar lagi dalam perekonomian nasional. 

2. Bagi peneliti sendiri,  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang ada dalam BPR 

Syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu 

pengetahuan, khususnya menyangkut tentang Manajemen Sumber 

Daya Insani,  Teknologi Informasi, dan pelayanan yang berkualitas 

pada BPR Syariah. Penelitian ini juga dapat mendorong penulis untuk 

mengimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari  dan 



berkontribusi bagi kemajuan dan pengembangan BPR Syariah di 

daerah.  

3. Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk 

referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai Sumber 

Daya Insani dan Teknologi Informasi pada BPR Syariah. Penelitian 

ini juga diharapkan dan mendorong akademisi dalam berkontribusi 

meyiapkan Sumber Daya Insani yang kompeten dan mampu berperan 

aktif untuk memenuhi kebutuhan akan kualitas dan kuantitas Sumber 

Daya Insani pada BPR Syariah.  

 

G. Kerangka Berfikir  

Menurut Muhamad kerangka berfikir adalah gambaran tentang 

hubungan antar variabel dalam suatu penelitian
8
. Sedangkan Sugiyono 

menyebutkan Kerangka berfikir adalah sintesa dari berbagai teori dan hasil 

penelitian yang menunjukkan lingkup satu variable atau lebih yang diteliti, 

perbandingan nilai satu variable atau lebih pada sampel atau waktu yang 

berbeda, hubungan dua variable atau lebih , perbandingan pengaruh antar 

variable pada sampel yang berbeda dan bentuk hubungan struktural
9
. 

Dengan demikian maka kerangka berfikir adalah  gambaran pemikiran 

atau pandangan penulis secara umum terhadap substansi penelitian yang 
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dilakukan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan 

dalam gambar berikut ini yaitu : 

Gambar I.1 : Kerangka Berfikir 

 

    

              r1 

     r3      R              

  

              r2  

 

 X1 = Manajemen Sumber Daya Insani 

 X2 = Pengembangan teknologi Informasi 

 Y = Peningkatan Kualitas Pelayanan 

R1= Pengaruh variable X1 Manajemen Sumber Daya Insani terhadap 

variable Y Peningkatan Kualitas Pelayanan 

R2 = Pengaruh variable X2 Pengembangan Teknologi Informasi terhadap 

variable Y Peningkatan Kualitas Pelayanan 

R3 = Pengaruh Variabel X1 Manajemen Sumber Daya Insani dan Variabel 

X2 Pengembangan Teknologi Informasi secara simultan terhadap 

Variabel Y Peningkatan Kualitas Pelayanan 

 R = Pengaruh 

 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penulis akan melakukan 

penelitian tentang pengaruh Manajemen Sumber Daya Insani dan 

Y 

X2 

X1 



Pengembangan Teknologi Informasi baik secara parsial ataupun bersama-sama 

terhadap Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas. Alasan penulis memilih 

variabel  Manajemen Sumber Daya Insani dan Pengembangan Teknologi 

Informasi karena variabel tersebut merupakan unsur-unsur utama dan sangat 

mendasar dari sebuah organisasi yang sangat dibutuhkan agar sebuah 

organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien dalam mencapai 

tujuannya. BPR Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan tentu mempunyai 

tujuan yang ingin diwujudkan yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas 

dalam bidang jasa keuangan kepada masyarakat, pelanggan atau nasabahnya.  

Sebagai unsur utama dalam sebuah organisasi, Sumber Daya Insani dan 

Teknologi Informasi berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan  

pada BPR Syariah. Penelitian ini akan menganalisis seberapa besar pengaruh 

dari variable X1 yaitu Manajemen Sumber Daya Insani dan variable X2 yaitu 

Pengembangan Teknologi Informasi baik secara parsial ataupun simultan 

terhadap variable Y yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan. Dengan adanya 

pemahaman tersebut maka akan menjadi dasar pertimbangan dan kebijakan 

bagi BPR Syariah dalam meningkatkan faktor atau aspek apa saja yang 

diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal secara efisien dan efektif. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diduga bahwa manajemen sumber daya 

insani dan pengembangan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan BPR Syariah Cilegon Mandiri dan BPR 

Syariah Muamalah Cilegon. 

H.  Sistimatika Penulisan  



Adapun sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

Bab I : Pendahuluan , meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Kegunaan Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.  

Bab II : Landasan Teoritis dan Pengajuan Hipotesis , Bab ini menjelaskan 

mengenai kajian pustaka, yang menguraikan teori-teori tentang manajemen 

sumber daya Insani, teknologi informasi, dan pelayanan prima. Selain itu 

disajikan pula hasil-hasil penelitian yang relevan dan hipotesis penelitian. 

Bab III : Metodologi Penelitian , Dalam Bab ini dikemukakan metodologi 

penelitian yang berisi tujuan penelitian, tempat penelitian, metode penelitian, 

populasi dan sampel, instrument penelitian, dan teknik analisis data. 

Bab IV : Deskripsi Hasil Penelitian , Bab yang menyajikan secara 

deskriptif hasil dan pembahasan penelitian. Dalam Bab ini digambarkan secara 

umum tentang objek penelitian yaitu mengenai sejarah singkat, tugas dan 

tanggung jawab (job description), dan produk-produk BPR Syariah. Kemudian 

tentang deskripsi data penelitian meliputi uji persyaratan analisis, pengujian 

hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.  

Bab V : Penutup , Bab yang menguraikan kesimpulan, implikasi hasil 

penelitian dan Saran. Bab ini merupakan bab terakhir dan sebagai simpulan dari 

hasil penelitian dan memberikan masukan berdasarkan temuan dari hasil 

penelitian.



  



 


